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Sistem pemilikan tanah bangsa Indonesia tergolong unik dibanding bangsa lain,
berbagai kemudahan tersebut menjadi norma pengikat bagi UUPA dalam menyusun
pilar-pilar Hukum Tanah Nasional. Indonesia tidak mengakomodir sistem liberalistik
dan sosialistik ortodok. Indonesia memiliki konsep pemilikan komunal yang
mengakomodir konsep pemilikan individual, masyarakat, pemerintah, kebersamaan
dan hak-hak atas tanah yang bersifat umum dan sakral. Uraian, sistem pemilikan di
atas, menunjukkan bahwa konsep pemilikan tanah bangsa Indonesia memiliki
kharisma, ciri dan golongan yang berbeda dan dapat dikatakan salah satu teori baru di

samping liberalistik atau sosialistik seperti konsep pemilikan tanah yang ada di Barat

dan di Timur.

Manusia terlahir di muka bumi
ini dilekati tiga hak mendasar, yaitu :
hak hidup (life), bebas (liberty) dan
memiliki harta kekayaan (property).
Jika diantara ketiga hak tersebut salah
satunya alfa, atau sengaja ditiadakan
oleh sesuatu kekuatan, maka manusia
tidak dapat dikatakan hidup layak, dan
hal itu merupakan pelanggaran tentang
HAM. Persoalan muncul ketika masing-
masing mengelola apa yang menjadi
hak-hak mendasar itu, berbenturan,
dan ketika itu masyarakat mulai
memikirkan pembentukan negara.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas I[slam Syekh Yusuf Tangerang

Dari  uraian diatas, dapat
dikatakan bahwa hak-atas tanah
merupakan hak-hak mendasar yang
harus terjaga perlindungannya.

Problema NKRI terbesar pra dan
pasca kemerdekaan adalah kemiskinan
bangsa yang berkepanjangan. Salah
satu pemicu utamanya adalah pro-
blema ketimpangan Pemilikan, Pengu-
asaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Tanah (P4T). Indonesia gagal keluar
dari negara agraris menuju negara
industri, sektor pertanian akhirnyg
ditinggalkan. Akibatnya, petani miskin
semakin meningkat seiring kegagalan
sektor industri, yang banyak memper-
gunakan lahan pertanian.

Indonesia  kolep 1998, yang
ditandai dengan lengsernya kekuasan
fenomenal dan kharismatik (rejim orde
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